SALINAN

WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BATU,

: bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota
Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pajak Parkir;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel,

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanabh;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Kekayaan Daerah;

Halaman 2 dari 4 hlm....
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Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun
tentang Retribusi Terminal;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun
tentang Pajak Penerangan Jalan;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun
tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
Kebersihan;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
Bangunan;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun
tentang Izin Trayek;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun
tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor S Tahun

2010

2010

2010

2010

2010

2010
dan

2011
dan

2011

2011

2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

Peraturan Walikota Batu Nomor 39 Tahun
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
Peraturan Walikota Batu Nomor 43 Tahun
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
Peraturan Walikota Batu Nomor 44 Tahun
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
Peraturan Walikota Batu Nomor 45 Tahun
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

2010
Batu

2010
Batu

2010
Batu

2010
Batu

2010
Batu

2010
Batu

2010
Batu

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan

Jalan;
Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun

2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan

Daerah Kota Batu;

Halaman 3 dari 4 hlm....



Menetapkan

Diundangkan di Batu

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

1. Seluruh ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang menggunakan nomenklatur
Dinas Pendapatan Kota Batu diubah dan harus dibaca
Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

2. Ketentuan mengenai perubahan nomenklatur
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka
1 dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2017.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 23 Maret 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

pada tanggal 23 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 32/E

Halaman 4 dari 4 hlm....
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